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Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditujukan untuk 
mengatur kehidupan manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sring diakukan 
adalah upah mengupah (ijarah). Praktik upah mengupah yang dilakukan dalam 
bidang penggalian batu yang terjadi di Kampung Simpang Asam Kecamatan 
Banjit Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk menunjang kebutuhan kehidupan. 
Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak pemilik lahan 
memperoleh keuntungan karena setelah batu tersebut habis tanah dapat ditanami 
kembali. Dan pihak pekerja mendapatkan upah. Pelaksanaan akad ijarah di 
Kampung Simpang Asam terjadi secara lisan.  
Permasalahan ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik 
pengupahan batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way 
Kanan? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah penggalian batu 
gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan?  Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam penggalian batu 
gunung dan pandangan hukum Islam tentang praktik upah mengupah dalam 
penggalian batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit 
Kabupaten Way Kanan. 
Adapun metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara (interview) dan observasi. Setelah data terkumpul maka 
peneliti melakukan analisis data dengan analisis kualitatif dengan menggunakan 
metode berfikir deduktif dan induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilakukan, bahwa pelaksanaan upah 
mengupah dilakukan secara lisan dan upah diiberikan diakhir pekerjaan. Sistem 
yang digunakan dalam upah mengupah ini dillakukan antara pekerja dan pemilik 
lahan dengan cara pekerja menggali lahan galian batu gunung. Upah yang 
diberikan tidak tetap jika selama menggali tidak memperoleh batu maka pekerja 
tidak diberi upah. Ditinjau dari hukum Islam upah mengupah yang terjadi antara 
pemilik lahan dan pekerja (penggali batu gunung) di Kampung Simpang Asam 
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan hukum Islam, 





ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اهلل َعَلْيِو َوَسلَُّم أُْعطُ  َر َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلل َعن ْ وااْْلَ ِجي ْ
فَّ َعَرُقوُ   ) . ) َرَواُه اِْبُن َما َجوْ  َٔأْجَرُه قَ ْبَل أَْن َيَِ
―Artinya: Dari Ibnu Umar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : “berikanlah 
upah orang sebelum kering keringatnya”.(HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani) 
 
  
                                                             
1
 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam (Jakarta: Darunn Nasyr 
Al Misyriyyah, t.t), h. 190. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap 
pokok permasalahan yang akan dibahas. 
Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Upah Penggalian Batu Gunung” (Studi di Kampung Simpang 
Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), untuk itu perlu diuraikan 
pengertian dari istilah-istilah tersebut sebegai berikut : 
1. “Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya‖.
2
 
2.  “Hukum Islam merupakan tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan 
diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur’an dan As-
Sunnah serta ijma’ sahabat‖.
3
 Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik 
pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni 
Fiqh Muamalah. 
                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia, 2011),  h. 1470. 
3
 Beni Ahmad Saebani,  Ilmu Ushul Fiqh  (Bandung: Pustaka Setia, 2009),  h. 51. 
3. “Upah adalah  uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 




4. “Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis 
benda galian. Benda galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam 
batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, 
minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif).‖
5
 
5.  “Batu  adalah benda padat atau solid yang tebuat secara alami dari mineral 




Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan judul skripsi ini adalah praktik pengupahan untuk penggali batu gunung 
(Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). 
B.  Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis memilih judul 
diatas karena berdasarkan pada : 
1. Alasan Obyektif. 
a. Praktik upah mengupah dalam penggalian batu gunung sering terjadi di 
Kampung Simpang Asam, sehingga penelitian dianggap perlu dan 
penulis tertarik untuk mengalisisnya dari sudut pandang hukum Islam . 
b. Kampung Simpang Asam belum pernah ada yang membahas tentang 
praktik upah mengupah dalam penggalian batu gunung.  
                                                             
4
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 
Pustaka, 2002),  edisi ketiga, h. 620. 
5
 Ibid., h. 490. 
6
 Ibid., h. 240. 
2. Alasan Subyektif 
a. Pokok bahasan judul ini relevansi dengan  ilmu yang ditekuni pada 
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 
b. Tersedianya buku-buku atau literatur yang menunjang dan data yang 
mendukung pembahasan skripsi ini. 
c. Keinginan untuk mengetahui praktik-praktik pengupahan penggalian 
batu gunung yang terjadi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit 
Kabupaten Way Kanan. 
C.  Latar Belakang Masalah 
Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-
Qur’an dan Hadist. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya 
adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perseorangan, 
penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun Islam 
memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung 
kebaikan. 
Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. 
Fiqh Muamalah adalah aturan hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur 
kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan sosial. Manusia 
kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan Allah sekalipun 
dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan 
dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat.
7 
                                                             
7
 Rachmad Syafe’I, Fiqh Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15. 
Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang 
lain.
 
Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum 
antara mereka yang mellakukan perikatan dan perekonomian. 
 Ijarah adalah mengambil manfaat tenaga manusia adapun yang 
menerjemahkan sewa menyewa yakni mengambil barang. Ijarah bisa disebut 
juga ujrah yaitu artinya upah mengupah.
8
 Ujrah dalam kehidupan masyarakat 
saat ini banyak yang menerapakan atau bahkan sering dikerjakan oleh 
masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi banyak juga 
masyarakat yang melakukan kegiatan ujrah tanpa menerapkan syarat dan rukun 
ujrah tersebut. 
Dalam hukum Islam salah satu syarat ujrah (upah) yang harus dipenuhi, 
sehingga mempunyai kedudukan dihadapan hukum, yaitu adanya keridhaan 
dari kedua pihak yang berakad, artinya tidak ada salah satu pihak yang berakad 
yang dirugikan baik materil maupun inmateril. Dalam  Firman Allah SWT 
surat At-Taubah [9] ayat 105, sebagai berikut: 
                       
                   
Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
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Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita 
untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan,  
terlebih lagi dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasannya motivasi atau 
niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka 
Allah akan membalas dengan cara memberi sanksi berupa dosa. Sebaliknya, 
kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan 
balasan yang lebih baik dari apa yang telah kerjakan.  
Perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya 
maupun yang ditujukan untuk akhiratnya. Sistem ekonomi Islam memandang 
bekerja sebagai bentuk kebaikan. Apabila seseorang bekerja dengan baik maka 
telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaannya dinilai baik secara 
materil maupun imateril. Dengan bekerja, manusia bisa memberi manfaat bagi 
dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi bisa mengerjakan kewajiban yang 
lain. Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber 
daya alam. Dan bekerja adalah suatu kewajiban juga dalam hal memanfaatkan 
sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu dan 




Tidak dapat dipungkiri bahwasanya transaksi upah mengupah sudah 
biasa dilakukan di masyarakat khususnya di Kampung Simpang Asam 
Kecamatan Banjit Way Kanan yang sebagian besar masyarakatnya  adalah 
tenaga kerja penggalian batu gunung sebagai objeknya. 
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Masyarakat kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan 
sebagian bekerja sebagai penggali batu gunung. Mereka menggali batu gunung 
yang ada didalam tanah yang biasanya berkedalaman minimal 5 meter  tetapi 
tidak semua yang mereka gali menganadung batu didalamnya. Dalam 
penggalian batu tersebut biasanya pemilik tanah meminta bantuan kepada 
orang lain untuk menggali. Upah dari penggali batu tersebut tergantung dengan 
perolehan batu selama penggalian sehingga upah yang diperoleh pengali 
tersebut tidak sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan adapula yang 
menggali sampai 3 hari belum menemukan batu.  
Merujuk pada beberapa penjelasan diatas maka peneliti akan membahas 
bagaimana sebenarnya konsep ujrah yang disyariatkan oleh hukum islam. 
Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini 
dengan judul penelitian tinjauan hukum islam tentang praktik upah penggalian 
batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. 
 
D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah 
pada persoalan penetuan hukum Islam khusus nya fiqih muamalah yang terkait 
dengan pelaksanaan praktik upah mengupah dalam penggalian batu gunung. 
Karena penelitian difokuskan pada ―Praktik Upah Penggalian Batu Gunung di 
Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan‖. 
  
E.  Rumusan Masalah  
1. Bagaimana praktik pengupahan penggalian batu gunung di Kampung 
Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan penggalian 
batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan? 
F.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik pengupahan penggalian batu gunung di Kampung 
Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan 
penggalian batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit 
Way Kanan. 
 
G.  Signifikansi Penelitian 
1. Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat 
berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Karena hasil 
penelitian ini setidaknya menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara 
umum, khususnya bagi upah mengupah di Kampung Simpang Asam 
Kecamatan Banjit Way Kanan. 
2. Secara praktis penelitian ini diaharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri 
penulis maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang 
diperlukan untuk mencapai gelar S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung.  
  
H.  Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam 
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan 
ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 
dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah  
masyarakat.  
Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian 
tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik upah peggalian batu 
gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,  yaitu menganalisis apa-
apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian 




Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan apa 
adanya mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik upah penggalian 
batu gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. 
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2. Data dan Sumber Data 
a. Data  
Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan 
dasar kajian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research). Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif 
dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, 
menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan yang berkaitan 
dengan praktik upah penggalian di Kampung Simpang Asam Kecamatan 
Banjit Way Kanan. 
b. Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari 
sumber-sumber data sebagai berikut : 
1) Data primer yaitu sumber data utama atau sumber data langsung yang 
dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dan 
buruh penggalian batu gunung. 
2) Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada data pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 
dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis 
mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur yang lain 
sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. 
  
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa 
manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang 
menjadi objek penelitian
12
 Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah berjumlah 12 orang yang terdiri dari 3 orang pemilik 
lahan dan 9 orang penggali batu. 
b. Sampel 
Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan 
pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah 
sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
13
 Menurut Suharsimi Arikunto 
dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti 
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar 
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
14
 
Mengacu kepada pendapat tersebut di  atas, maka jumlah sampel 
yang diambil populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka 
keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel pada penelitian ini 
berjumlah 12 orang, maka penelitian ini adalah penelitian populasi. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
 Observasi merupakan proses pengumpulan data yang mempunyai 
ciri yang spesifik, yang dicirikan dengan tidak terbatas pada orang, akan 
tetapi objek-objek alam disekitar lokasi penelitian. Dalam hal ini akan 
dilakukan pengamatan atau observasi terhadap upah penggalian batu 
gunung di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. 
b. Interview (wawancara) 
Metode interview  (wawancara) adalah sebuah metode dialog yang 
dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara.
15
 Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan 
pihak buruh penggalian batu gunung di Way Kanan tentang bagaimana 
mekanisme terhadap upah penggalian batu gunung di Kampung Simpang 
Asam Kecamatan Banjit Way Kanan. Pada prakteknya penulis 
mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada 
pihak buruh penggalian batu gunung. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 




Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 
berkaitan tentang penggalian batu gunung di Way Kanan. Seperti sejarah 
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berdirinya, visi dan misi, keadaan struktur  di kabupaten tersebut dan 
lain-lain. 
5. Analisis Data 
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 
deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, 
sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Diangkat dalam penelitian 
ini dengan menggunakan cara kualitatif dengan pendekatan berfikir 
deduktif. 
Metode berfikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara 
bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik 
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A. Kajian Teori 
1. Akad 
a. Pengertian Akad 
Istilah ―perjanjian‖ dalam hukum Indonesia, disebut ―akad‖ 
dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqad, yang berarti 
mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabth). Sebagai suatu 




Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi 
yakni secara umum dan secara khusus: 
1) Secara umum 
Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian 
akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, 
dan Hanabilah, yaitu :  
َفرَِدٍة َكاْلَوْقِف َوْاإِلبْ رَاِء  َْرُء َعَلى ِفْعِلِو َسَواٌء َصَدَر بِِارَاَدٍة ُمن ْ
ُكلُّ َما َعَزَم امل
َْيَاِر  َوالطَّاَلِق والَيِمْْيِ أَْم ِاْحَتاَج ِإََل ِإرَاَدتَ ْْيِ ِِف ِإْنَشائِِو َكاْلبَ ْيِع َواْْلِ
وِْكْيِل َوالرَّْىنِ   . َوالت َّ
Artinya:“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau 
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sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua 
orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” 
 
2) Pengertian akad secara khusus 
Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh 
ulama fiqh adalah : 
ِإْرتَِباُط ِإَْيَاٍب بَِقبُ ْوٍل َعلَى َوْجٍو َمْشُرْوٍع يَ ْثُبُت أَثَ رُُه ِِف ََمَلِِّو.
19 
Artinya: ―Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan 
ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.” 
 
Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk menunjukan suatu keridaan dalam berakad diantara 
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan 
yang tidak berdasarkan syara‟.  
b. Rukun dan Syarat 
1) Rukun-Rukun Akad 
a) „Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-
masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari 
beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar 
biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk 
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari 
beberapa orang. 
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b) Ma‟qūd „alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek 
akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam 
akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminkan 
seseorang dalam akad kafalah.
20
  
Ma‟qūd „alaih harus memenuhi beberapa persyaratan 
sebagai berikut: 
(1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang 
dilakukan. 
(2) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 
diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh 
oleh pemiliknya. 
(3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, 
atau dimungkinkan dikemudian hari. 
(4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi 
harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. 
c)  Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. 
Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad 
jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang 
udari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. 
d) Shighat al-„aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang 
pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan 
melakukan akad, sedangkan kabul adalah peryataan pihak kedua 
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untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman 
dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga 
penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 
berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua 
pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, 
pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima 
majalah tersebut dari kantor pos.
21
 
2) Syarat Akad 
Beberapa syarat tersebut meliputi: 
a) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal 
dengan nama Al-syuruth Al-in‟iqad. Syarat ini terkait dengan 
sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad,ialah: 
(1) Pihak yang berakad (Al-'Aqidain). 
(2)  Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab 
dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu 
majlis akad.  
(3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat 
ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki). 
(4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 
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b) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat 
mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (Syurûth al-
In`iqâd) tersebut dipenuhi. Antar lain: 
(1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka 
jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan 
terpaksa,maka akad dianggap batal. 
(2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat. 
(3) Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan 
oleh para pihak yang berakad. 
(4) Bebas dari riba. 
c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-syuruth an-nafadz) 
adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah : 
(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini 
terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas 
objek akad,atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek 
yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek 
tersebut tidak tersangkut hak orang lain. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 
persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan 
akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat 
kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.  
(3) Syarat mengikat (al-syarth al-luzum) sebuah akad yang sudah 
memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat 
sebagaimana yang dijelaskan diatas,belum tentu membuat akad 
tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan 
akad. Ada persayaratan lagi yang menjadikannya mengikat 
diantaranya: 
(a) Terbebas dari sifat akad  yang sifat aslinya tidak mengikat 
kedua belah pihak,seperti akad kafâlah (penanggungan). Akad 
ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah 
pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak 
mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya 
penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak 
membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan 
penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (kafâlah) 
akad tersebut mengikat sehinggan tidak dapat 
membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. 
(b) Terbebas dari khiyār,akad yang masih tergantung dengan hak 
khiyār baru mengikat ketika hak khiyār berakhir. Selama hak 
khiyār belum berakhir, akad tersebut mengikat.
22
 
c. Prinsip-Prinsip Akad 
Hukum islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 
berpengaruh kepaada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-
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a. Prinsip kebebasan berkontrak. 
b. Prinsip perjanjian itu mengikat. 
c. Prinsip kesepakatan bersama. 
d. Prinsip ibadah. 
e. Prinsip keadilan dan kesinambangan prestasi. 
f. Prinsip kejujuran (amanah). 
d. Macam-macam Akad 
1) ʻAqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan 
akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 
tidak pula dikuti pula ditentukanya waktu pelaksanaan setelah adanya 
akad. 
2) ʻAqad Muʻalaq ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya 
pembayaran. 
3) ʻAqad Mudhaf  ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat 
syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, penyataan 
yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
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Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai 
akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan. 
Selain akad Munjiz, Muʻalaq, dan  Mudhaf,  macam-macam akad 
beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauanya. Karena ada perbedaan-
perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut: 
1) Ada dan tidaknya pembagian (Qismah) pada akad, maka akad terbagi 
menjadi 2 bagian : 
a) Akad musamma , yaitu akad yang telah ditetapkan syara‟ dan telah 
ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijārah. 
b) Akad ghairu musamma ialah akad yang belum ditetapkan oleh 
syara‟  dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. 
2) Disyari’atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi 
menjadi dua bagian : 
a) Akad muzâra‟ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara‟ 
seperti gadai dan jual beli. 
b) Akad mumnu‟ah  ialah akad-akad yang dilarang syara‟ seperti 
menjual anak binatang dalam perut induknya 
3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh 
mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari 
beberapa aspek. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara‟, akad 
di bagi menjadi dua, yakni
24
: 
a) Akad Shahīh 
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 Ibid,  h. 65. 
 Akad Shahīh yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun 
dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini, berlakunya 
seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat 
pada pihak-pihak yang berakad. 
 
b) Akad tidak Shahīh  
Akad yang tidak Shahīh yakni akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh 
akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat 
pihak-pihak yang berakad. 
4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua: 
a) Akad ʻainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan 
barang-barang. 
b) Akad ghair „ainiyah yaitu akad yang disertai dengan penyerahan 
barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang akad sudah 
berhasil, seperti akad amᾱnah. 
e. Asas-asas dalam Berakad 
 Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 
suatu akibat hukum pada objeknya. 
1. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam  
a) Asas Ibahah (Mabda‟ al-Ibahah) 
 Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 
―Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil 
yang melarangnya” yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan 
sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. 
 
b) Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyyah at-Ta‟aqud) 
 Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu 
prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat 
membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang 
telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan 
kausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan 




 Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam 
didasarkan kepada beberapa dalil antara lain: 
Al-Qur‟an Surat Al-Mᾱ‟idah (5) : 1 yang berbunyi;  
                      
                          
  
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. Ibid., h. 83 – 84. 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 
itu” (Q.S Al-Mᾱ’idah (5) :1).
26
 
Kaidah hukum Islam,“Pada asasnya akad itu adalah 
kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang 
mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.” 
 
 
2. Asas Konsensualisme (Mabda‟ ar-Radhaiiyyah) 
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 
suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para 
pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.Dalil 
yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai 
berikut;27 
a) QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 29 yang berbunyi: 
                       
                   
         
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu”( QS. An-Nisᾱ’ (4) ayat 
29).28 
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. Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010)  h. 
106. 
27
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
h. 87. 
28
 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010),  h. 83. 
b) QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 4 yang berbunyi: 
                      
           
Artinya:―kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka  
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 





3) Asas Janji itu Mengikat 
Dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak perintah agar 
memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqih, ―perintah pada asasnnya 
menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib 
dipenuhi. Diantara ayat dan Ḫadīst yang dimaksud adalah:
30
 
QS. Al-`Isrᾱ` (17) ayat 34 yang berbunyi: 
 
                       
             
 Artinya:―dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya‖(QS. Al-`Isrᾱ` (17) ayat 34).31 
 
4) Asas Keseimbangan (Mabda‟ at-Tawazun fi al-Mu „awadhah) 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010),  h. 86 
30
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),  
h. 89. 
31
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010),  h. 
285. 
Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunnya 
keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa 
yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 
memikul resiko. 
5) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) 
Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang 
dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 
keadaan memberatkan (masyaqqah). 
6) Asas Amanah 
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing 
pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak 
lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 
ketidak tahuan mitranya. 
7) Asas Keadilan  
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 
hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah 
Al-Qur’an yang berbunyi:32 
                  
    
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
h. 92  
Artinya:―berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa”( 
Q.S Al-Mᾱ’idah (5) ayat 8)33. 
 
f.  Berakhirnya Akad 




1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tidak 
mempunyai tempo waktu . 
2) Di batalkan oleh salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut 
sifatnya tidak mengikat. 
3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
apabila terjadi: 
a. Jual beli yang di lakukan fasad, yakni terdapat unsur-unsur tipuan 
salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat 
c. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara 
sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 
g. Hikmah-hikmah dalam Akad 
Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau 
kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan 
akad, hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut:
35
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010),  h. 
108. 
34
. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta : Kencana, 2010), h. 58-59.  
1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 
bertransaksi atau memiliki sesuatu. 
2) Tidak dapat melakukan  hal yang semena-mena dalam membatalkan 
suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar‟i. 
3) Akad merupakan ―payung hukum‖ di dalam kepemilikian sesuatu, 
sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinnya. 
2. Upah (Ujrah) 
a. Pengertian Upah 
Upah dalam fiqih disebut Ijarah yang berarti upah mengupah. 
Dalam bahasa arab al-ijarah berarti upah, sewa jasa atau imbalan. Al-
ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi 
kebutuhan manusia, seperti adanya sewa menyewa, kontrak, atau menjual 
jasa perhotelan dan lain-lain.
36
 
Secara istilah syariah, menurut ulama fiqih antara lain disebut oleh 
Al-Jazairi, ijarah adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu 
dengan harga tertentu. Menurut Zuhaily, ia mengatakan bahwa ijarah 
adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam 
batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan 
pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa (ijarah). Selanjutnya 
menurut Suhaily, mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa 
                                                                                                                                                                       
35
. Ibid., h. 59. 
36
 Nasution Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 229. 
sewa (ijarah) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang 
diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasiitertentu.
37
 
Al-Ijarah berasal dari kata al-ijru, yang artinya menurut bahasa 
ialah al-iwadh, artinya dalam bahasa Indoneisa ialah ganti dan upah. 
Menurut MA Tima hi, al-ijarah (sewa menyewa) ialah akad yang 
berkenaan dengan pemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk 





 ijarah adalah menjual manfaat yaitu upah 
sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu 
pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan 
istilah-istilah ajr, ujrah dan ijrah. Kata ajrah-hu dan ajara-hu digunakan 
apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah 
ini hanya digunakan pada hal yang positif, bukan hal-hal yang negative, 
al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan 
kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.
40
 
Ijarah adalah pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan 
(mu‟ajir) oleh yang menyewa (musta‟jir), serta pemilikan harta dari 
                                                             
37
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), h. 184. 
38
 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2011), h. 168. 
39
 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121. 
40
 A. Riawan Amin, Buku Pintar Transaksi Syariah  (Menjalin Kerja Sama dan 
Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam) (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT 
Mizan publika), 2010), h. 145. 
pihak musta‟jir oleh seseorang mu‟ajir.
41
 Dengan demikian, Ijarah 
berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi 
tertentu pula. Sedangkan secara etimologis kesepakatannkerja dalam 
Islam disebut dengan al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang 
artinya menurut bahasan ialah al-iwadh yang arti dalam bahasaa 
Indonesia ialah ganti dan upah. Dalam bahasa Indonesia dalam konteks 
hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Menurut bahasa 
Indonesia, upah ialah uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai 




Sayyid Sabiq mengartikan bahwa Al-Ijarah berasal dari kata Al-
Ajru yang berarti Al-Iwadhu (ganti). Menurutnya, Al-Ijarah ialahhsuatu 
jenis akad untuk mengambil manfaattdengan jalanppenggantian.
43
 Dalam 
arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat 
sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
44
 
Ujrah atau upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud 
pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, Pada garis 
besarnya ijarah terdiri atas: 
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 Taqiyuddin‖An-Nabhani, Membangun Sistem ekonomi Alternatif Persfektif Islam 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81. 
42
 Pusat Bahasa DepDikNas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
Pustaka, 2002), h. 1250. 
43
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1987), h. 15. 
44
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29. 
1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti 
rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya. 
2) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh 
seseorang, seperti seorang nelayan.
45
 
Jenis yang pertama mengarah pada sewa menyewa, sedangkan 
jenis yang kedua lebih mengarah kepada upah mengupah. Jadi bidang 
perburuhan pun sudah termasuk dalam bidang ijarah/ujrah.
46
 
Menurut Adam Smith sebagaiman diikuti oleh Mannan, bahwa 
upah dapat dipandang dari dua segi, yaitu moneter dan yang bukan 
moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka 
waktu yang ditentukan (harian, seminggu, sebulan), mengacu pada upah 
nominal tenaga kerja.
47
 Sesungguhnya upah dari seorang pekerja 
tergantung dari pada beberapa faktor, seperti jumlah upah berupa uang, 
daya beli uang dan seterusnya, dapat dikatakan terdiri dari jumlah 
kebutuhan hidup yang sebenarnya. Diterima oleh seorang pekerja karena 
pekerjaannya. Upah merupakan hak bukan pemberian sebagai hadiah. 
Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan tanpa ada upah, upah kerja 
hendaknya professional sesuai dengan ukuran kerja yang dilakukan dan 
dilarang adanyaakecurangan. 
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 
1) Upah yang sepadan (ujrah al-misli) 
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 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab (Semarang: as-Syifa, 1994), h. 166. 
46
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 34. 
47
 M.A. Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 116. 
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan  dengan kerjaan serta 
sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang 
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemeberi 
pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, kedua 
belah pihak menentukan tarif upah yang disepakati bersama. Maka 
kedua belah pihak harus menentukan upah dalam situasi normal yang 
diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. 
Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk 
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun 
pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam 
setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian dengan adanya tarif yang 
sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa 
akan terselesaikan secara adil.
48
 
Ibnu Taimiyah mengemukakan sebagaimana dikutipkan oleh 
Islaihi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan 
kepada kekuatan pemerintah dan penawaran pasar, tanpa intervensi 
pemerintah.
49
 Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya 
pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan 
perusahaan atau perusahaan memberikan upah secara sewenang-
wenang, maka pemerintah berhak untuk menetepkan. Hal tersebut 
untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (employer dan 
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 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah 
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employed), yakni sama-sama menerima ketetapan yang ada. Akan 
tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka 
harus sepakat besarnya upah yang ditentukan pemerintah. 
Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kedudukan pekerja 
sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat 
ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil. 
 
2) Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamah) 
Upah yang disebut ujrah al-musamah syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan antara kedua belah pihak 
yang sedang melakukan transaksi teerhadap upah tersebut. Dengan 
demikian pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 
besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak ajir juga 
tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 
disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib 
mengikuti ketentuan syara’. Apabila upah tersebut disebutkan pada 
saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan 
upah yang disebutkan (ajrun masamma). Apabila belum disebutkan 
ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, 
maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (ajrul misli).
50
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Dalam fiqih muamalah, upah masuk kedalam pembahasan 
tentang ijarah/ujrah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ijarah 
bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat 
pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi 
pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.
51
 
Dari beberapa pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda, 
tetapi maksudnya sama, yaitu penggantian jasa yang telah diserahkan 
pekerja kepada pihak lain. Sedangkan bentuk upah bermacam-macam 
dari beberapa pendapat dan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
upah memang peran penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak 
para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. 
Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mau menyerahkan tenaga 
atas jasanya untuk menggerakan sesuatu secara terus menerus atau 
dalam jangka waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa 
dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai. 
b.  Dasar Hukum Upah 
1) Landasan Al-Qur’an 
Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 
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                     
                         
                          
                        
                          
                             
Artinya: ‖Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 





Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang 
yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai 
dengan besarnya upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai 
dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, 
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pemberi pekerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian 
upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah 
disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang 
dirugikan. 
Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 57 
                       
       
Artinya:“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan 
kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan 





Ayat diatas menjelaskan bahwa upah harus dibayarkan 
sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam 
surat diatas, bahwa setiap pekerja yang berkerja harus dihargai dan 
diberikan upah, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu 
kezaliman yang tidak disukai Allah. Memberikan upah seharusnya 
seimbang atau setimpal karena jika tidak dipenuhi maka itu adalah 
sebuah kezaliman, yang mana Allah SWT tidak menyukaiIkezaliman. 
Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 97 
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                           
                 
Artinya:„‟Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 





Ayat di atas menjelaskanabahwa laki-laki dan perempuan 
dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal saleh harus disertai 
dengan iman. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa tidak boleh ada 
diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan 
yang sama dan Allah akan memberikan imbalan (pahala) kepada 
mereka yang melakukannya dan setimpal dengan amalan yang mereka 
lakukan dan akan lebih besar dengan apa yang mereka lakukan. 
        Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 30 
                     
   
Artinya:“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-
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Al-Qur’an surat Al-Qashas ayat 26-27 
                      
                      
                       
                   
Artinya :“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka 
aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah 




Maksud ayat di atas ialah bahwa ijarah telah disyariatkan oleh 
Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang ayah kepada 
seorang yang bekerja kepadanya, dan menjanjikan imbalan sesuatu 
dengan ketentuan manfaat dan waktu yang diterima oleh seorang ayah 
tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, Berkatalah dia (Syu’aib): 
―Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan 
puteri keduaku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 
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tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu 
kebaikan dari kamu.‖ 
Al-Qur’an surat Az-Zukhruf ayat 32 
                    
                            
                
Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari 




Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan 
kelebihan sebagai manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu 
dapat saling membantu antara yang satu dan yang lainnya, salah satu 
caranya dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena 
dengan akad ijarah itu sebagai manusia dapat mempergunakan sebagai 
yang lainnya, sedangkan manusia dapat mempergunakan sebagaimana 
yang lain dan mestinya. 
2. Landasan Sunnah 
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Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang 
ijarah disyaratkan agar upah dalam transaksi ijarah dibayarkan setelah 
suatu pekerjaan itu selesai. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majahq:  
ُهَما قَاَل : َقاَل َرُسْوُل اهلل َعَليْ  ِو َوَسلَُّم َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلل َعن ْ
فَّ َعَرُقوُ  َر َأْجَرُه قَ ْبَل أَْن َيَِ أُْعُطوااْْلَ ِجي ْ
 ) . ) َرَواُه اِْبُن َما َجوْ  58
Artinya: Dari Ibnu Umar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
“berikanlah upah orang sebelum kering keringatnya”.(HR. 
Ibnu Majah dan Imam Thabrani) 
 
Hadist di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah 
terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Rasulullah SAW sangat 
menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum 
keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. 
Berdasarkan hadits diatas juga, yang menjadi obyek adalah 
manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian 
adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan 
diperbolehkannya ijarah. Sedangkan pada barang yakni manfaat dari 
suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.
59
 
Hadits lain yang berkaitan dengan ijarah yaitu 
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َو َعْن َسِعْيٍد اخلُْدرِيِّ  َرِضَي اهلل َعْنُو , َأنَّ النَِّبَّ صّلى اهلل عليو و سّلم قَاَل 
رًا فَ ْلُيَسمَّ  ُأْجرَتَوُ   6َٓمِن اْسَتَجاَر َأِجي ْ
Artinya: Dari Said Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW 
bersabda: Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja maka 
hendaknya dia menentukan upahnya (HR Abdurrazaq). 
 
Hadits ini menjelaskan bahwasanya upah dalam ransaksi 
ijarah harus disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar 
atau kecilnya upak pekerja. 
Hadits lain yang berkenaan dengan ijarah yaitu  
َثِِن ََيْيَ  ٍد قَاَل : َحدَّ ثَ َنا يُوُسُف ْبُن َُمَمَّ ْبُن ُسَلْيٍم َعْن ِإْْسَاِعْيَل ْبِن أَُميََّة  َحدَّ
َعْن َسِعْيٍد ْبِن َأِب َسعِْيٍد َعْن َأِب ُىرَيْ رََة رضي اهلل تعاَل َعْنُو , َعِن النَِّبِّ صّلى 
اهلل عليو و سّلم قَاَل : قَاَل اهلل تعاَل : َثالَثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم الِقَياَمِة َرُجٌل 
رًا فَاْستَ ْوَِف أَْعَطى  ِب ُُثَّ َغَدَر َو َرُجٌل بَاَع ُحرِّا َفَأَكَل ََثََنُو َو َرُجٌل اْسَتَجاَر َأِجي ْ
 6ٔ 7ٕٕٓ ِمْنُو َو ََلْ يُ ْعِطِو َأْجرَهُ 
Artiya: Berkata Yusuf bin Muhamad : berkata Yahya bin Sulaim dari 
Ismail bin Umayyah dari Abi Hurairah RA berkata: dari Nabi SAW 
Bersabda: Allah SWT berfirman: ada tiga orang yang aku menjadi 
musuhnya di hari kiamat: yaitu orang yang bersumpah atas namaKu 
lalu dia mengingkarinya, orang yang menjual orang yang merdeka 
lalu dia memakan uang dari harganya dan orang yang 
memperkerjakan pekerja kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya 
namun tidak dibayar upahnya 
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Dalam hadits ini, oembahasa mengenai upah terdapat pada 
point yang terakhir karena apabila seseorang telah mempekerjakan 
atau mengambil manfaat dari orag lain tanpa memberikannya upah hal 
tersebut dinamakan dengan memakan harta orang lain dan seolah-olah 
telah memperbudaknya 
c. Rukun dan Syarat Upah 
1) Rukun Ijarah 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. 
Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang 
membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan lain-
lain. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu 
disebut rukun.
62
 Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa 
rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja. Mereka mengakui bahwa 
tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya 
dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi’I 
hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut 
subtansiiakad. 




a) Aqid (orang yang berakad) 
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Aqid yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa 
atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang 
menyewakan disebut mu‟jir dan orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau yang menerima 
upah disebut musta‟jir.
64
 Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir 
adalah baligh, berakal, cakap, dan melakukan tasharruf 
(mengendalikan harta), serta saling meridhai antara kedua belah 
pihak. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan 
mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna 
sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Golongan 
Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang 




Shiqhat  adalah ijab Kabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab 
Kabul dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah.
66
 Misalnya, 
Upah (ujrah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 
pihak dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
Contoh ijab Kabul sewa-menyewa, Aku sewakan mobil ini 
kepadamu setiap hari Rp. 100.000, maka musta‟jir menjawabaAku 
terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab 
Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, Kuserahkan 
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kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 
50.000, kemudian musta’jir menjawab Aku akan mengerjakan 






Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 
pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
d) Barang (Objek Akad) 
 Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 
upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan 
beberapa syarat berikut ini. 
1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 
(boleh) menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal‟ain (zat)-nya hingga 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
68
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2) Syarat Upah 
Syarat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, 
sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya 
tidak jelas maka akad itu tidak sah.
69
 Keabsahan ijarah sangat 
berkaitan dengan keempat rukun ijarah di atas. Agama Islam 
menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa harus 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan 
agar tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-
maksud mulia yang diinginkan agama. 
Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 
mengenai rukun ijarah yang terdiriidari: 
a) Sighat ijarah yaitu ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam 
bentukklain. 
b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
Selain ijarah/ujrah, fiqih muamalah juga membahas tentang 
Ju‟alah yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. 
Sebagaimana pengertian ju’alah yang sudah dijelaskan, ju‟alah juga 
bisa dijadikan akad dalam pengupahan karyawan atas imbalan jasa 
yang diberikannya. Namun diperhatikan bahwa ju‟alah bukanlah 
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sesuatu kesepakatan perjanjian. Ia hanya berupa konsekuensi, karena 
ju‟alah hanya membutuhkan ijab dan tidak selain itu. 
Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali berpendapat, bahwa agar 
perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk ju‟alah itu dipandang 
sah, maka harus ada ucapan (shighat) dari pihak yang menjanjikan 
upah, yang isinya mengandung izin bagi orang lan untuk 
melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas 
tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak 
menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti dari orang 
yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti 
wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan 
upah, ju‟alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja tanpa 
adanya qabul (sepihak). 
Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam 
melaksanakan akad ju‟alah ini, yaitu: 
a) Orang yang menjanjikan upah harus orang yang cakap untuk 
melakukan tindakan hukum, yaitu baligh, berakal sehat dan cerdas. 
Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad ju‟alah 
dipandang sah, oleh anak yang mumayyiz.
70
 
b) Upah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta 
dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang 
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sebagai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang halal dipandang 
sebagai harta yang berniali (Madzhab maliki, Syafi’I dan Hanbali). 
c) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat 
yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara. 
d) Madzhab Maliki dan Syafi’I menambahkn syarat bahwa dalam 
masalah tertentu, ju’alah tidak boleh dibatasi waktu dengan waktu 
tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. 
Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu. 
e) Madzhab Hanbali menambahkan bahwa pekerja yang diharapkan 
hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang 
kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam 
jumlah banyak. 
Menurut ulama Hanafiyah, akad ju‟alah tidak dibolehkan 
karena didalamnya terdapat unsur gharar (penipuan), yaitu ketidak 
jelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama 
Malikiyah, Syafi’I dan Hanabilah, akad ju‟alah dibolehkan dengan 




Ulama yang membolehkan akad ju‟alah bersepakat bahwa 
akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad ijarah. 
Oleh karena itu dibolehkan bagi ja‟il (pembuat akad) membatalkan 
akad ju‟alah ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh 
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ulama dari segi pembatalan akad. Ulama Malikiyah berpendapat 
bahwa membatalkan akad ju‟alah sebelum pekerjaan dimulai. 
Menurut Ulama Malikiyah akad ini mengikat atas ja‟il, bukan amil, 
dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun bagi amil yang akan 
diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu 
apapun, baik sebelum bekerja atau sesudahnya, maupun saat dimulai 
pekerjaan. 
Sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat 
bahwa boleh membatalkan akad ju‟alah kapan saja sesuai keinginan 
ja‟il dan amil. Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat 
lainnya, seperti akad-akad yang mengikat lainnya seperti akad syirkah 
dan wakalah. Jika yang membatalkan adalah ja‟il atau amil khusus 
sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkan 
adalah amil sesudah pekerjaan dimulai, maka amil tidak berhak 
mendapatkan apapun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada 
keadaan pertama dia belum mengerjakan apapun, dan pada keadaan 
kedua belum tercapainya maksud ja‟il dalam akad itu.Adapun jika 
ja‟il  membatalkannya setelah pekerjaan menurut ulama Syafi’iyah, 
adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan ja‟il belum 
menyerahkan pada amil upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika 
pemilik harta membatalkan akad mudharabah setelah pekerjaannya 
dimulai dan amil membatalkannya sebelum pekerjaan selesai, maka 
dia tidak berhak mendapatkan apapun.
72
 
Meskipun ju‟alah merupakan akad dalam upah-mengupah 
sebagaimana halnya dengan ijarah, akan tetapi ada lima perbedaan 
antara ju‟alah dan ijarah, yaitu:
73
 
a) Akad ju‟alah sah dikerjakan oleh amil umum (tidak tertentu), 
sedangkan ijarah tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas. 
b) Akad ju‟alah dibolehkan pada pekerja yang belum jelas, sedangkan 
ijarah tidak sah kecuali pekerjaan yang sudah jelas. 
c) Dalam ju‟alah tidak disyaratkan adanya qabul (penerimaan) dari 
amil, karena ju‟alah adalah akad dengan kehendak satu pihak. 
Sedangkan dalam akad ijarah wajibnya qabul dari buruh yang 
mengerjakan pekerjaan itu, karena ijarah adalah akad dengan 
kehendak dua belah pihak. 
d) Ju‟alah adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan ijarah adalah 
akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan 
kecuali dengan kerelaan dan persetujuan dari pihak lainnya. 
e) Dalam ju‟alah amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah 
menyelesaikannya pekerjaannya. Jika ia, mensyaratkan agar 
upahnya didahulukan, maka akad ju‟alah batal. Sedangkan dalam 
ijarah boleh mensyaratkan upah didahulukan. 
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Dari gambaran di atas, upah dalam konteks fiqih muamalah 
mengandung nilai yang sangat kompleks dengan aturan-aturan yang 
telah ditentukan. Penentuan upah ini tentunya berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya. Dari beberapa ulasan 
mengenai upah dalam konsep fiqih muamalah, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ujrah atau upah, adalah berupa pengambilan atau 
pemilikan manfaat, baik pemanfaatan barang maupun pemanfaatan 
tenaga. 
 
d. Macam-Macam Ijarah 
Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh para ulama fiqih 
menjadi dua macam.74 
1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijrah bagian 
pertama ini, objek akadnya dalah manfaat dari suatu benda. 
2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah 
bagian ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. 
Pendapat lain mengemukan kan ujrah berasal dari kata al-ajru 
yang berarti al-iwadlu (ganti). Dengan sendirinya, lafadz al-tsawab 
(pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat al-tsawab (pahala), 
merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik.
75 
Ujrah atau upah 
diartikan sebgai pemilik jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak 
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tenaganya) oleh musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah 
merupakan transaksi terhadapa jasa tertentu dengan disertai 
kompensasi.
76
 Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ujrah, 
ajrun yang dapat dikaitkan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surat 
At-Thalaq: 6, sebagai berikut: 
             
Artinya: “Apabila mereka (wanita-wanita) menyusukan (anak-anak)mu 




Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk 
uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. 
Seorang ajr boleh dikontrak dengan sesuatu kompensasi atau upah berupa 
makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan 
terhadap wanita yang menyusui.
78
 
Upah atau ijarah adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam 
mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. 
Tentu saja hukum mengenai upah ialah boleh.
79
 
e. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Besaran Upah yang Harus Diterima oleh Pekerja 
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Dalam Islam besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk 
menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara 
pembayaran upah tersebut.
80 
Tingkatan upah minimum dalam Islam harus cukup untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan yaitu, pangan, sandang, dan 
papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor. Faktor 
primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. 
Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara.
 
Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 
 
a. Upah yang sepadan (ujrah al-misli) 
Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjaan 
serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai denagn jumlah 
nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 
disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi 
pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, 
maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan 
upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang 
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dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan 
tingkat jenis pekerjaan tersebut. 
Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk 
menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun 
pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di 
dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif 
yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual 
beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
81
 
b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musammah) 
Upah yang disebut ujrah al-musammah syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah 
pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. 
Dengan demikian, pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk 
membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaiman 
pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil 
dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan 
upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. 
Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan 
transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang 
disebutkan (ajrun masamma). Apabila belum disebutkan ataupun 
                                                             
81
 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah 
(Jakarta: Logos, 1990), h. 99-100. 
terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka 
upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (ajrul misli).
82 
2. Perbedaan Tingkat Upah dalam Islam 
Pandangan orang tentang tingginya upah boleh dikatakan tidak 
berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relative 
dan tergantung sudut pandang yang dipakai. Sisi lain dari mancukupi 
adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar. Dalam 
sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai Madzhab yang masing-
masing mempunyai kosep sendiri-sendiri tentang upah wajar.
83 
Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak 
diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai 
tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan financial lansung yang 
diberiakan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang 
yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.
84 
Bekerja  bukanlah masalah kuantitas tapi kualitas penggunaan 
waktu dengan keberkahan sebagai margin keuntungan. Dari sini, 
semakin efektif seseorang memanfaatkan waktunya untuk kepentingan 
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kepada Allah, dirinya dan perusahaan akan semakin mahal 
kompensasi yang dapat diberikan atas pemanfaatan waktu tersebut.
85
 
Ada kalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada 
yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan 
untuk hidup yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu 
kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang paling penting untuk 
dianalisi di sini adalah faktor-faktor yang menjadi sumber dari 
perbedaan dari perbedaan upah.
86
 
3. Perbedaan jenis pekerjaan 
Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara 
jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. 
Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan 
mengeluarkan tenga yang besar. 
 
4. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan 
Kemampuan, keahlian, keterampilan para pekerja di dalam 
suatu jenis pekerjaan sangatlah beda. Ada sebagian pekerja yang 
mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada 
segolongan pekerjan lainnya. Secara lahiriah, sebagai pekerja 
mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. 
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Sifat tersebut menyebakan mereka mempunyai produktifitas yang 
lebih tinggi.
87 
5. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja 
Dalam teori seringkali diumpamakan terhadap mobilitas 
faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam 
konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: ―kalau dalam 
pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan 
mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.”
88 
Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang 
menimbulkan ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Ada 
kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat kekurangan buruh 
walaupun tingkat upahnya relative lebih rendah. 
Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para pengangguran 
itu berpindah ketempat dimana terdapat kekurangan tenaga kerja 
dihadapi. Perbedaan tingkatan upah juga bisa ditimbulkan karena 
perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya 
latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah bisa 
juga disebabkan oleh ketidak tahuannya dan juga keterlambatan. 
Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya uapah 
diantara tingkat kerja. 
                                                             
87
 Adi Sasono, Pembaharuan Sistem Upah (Jakarta: Cides, 1994), h. 26. 
88
 Panyaman P.Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia (Jakarta: 
LPEEUI, 1998), h. 52. 
Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang 
dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal 
ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 
32, sebagai berikut: 
                          
                        
        
Artinya:“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 
dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada 
bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 
para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 




Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat 
upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan 
kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam dalam ajaran Islam. 
Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak mengeksploitasi 
tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan 
para pekerja juga tidak boleh mengekploitasi pengusaha melalui 
serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerja mereka 
dengan tulus dan jujur. 
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Selain itu pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan 
yang sangat mencolok dengan upah kepada karyawannya tanpa 
memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawan. 
Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi 
perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya. 
Perbedaan mengenai besaran upahnya juga di atur dalam Al-
Quran, Firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 19, sebagai berikut: 
                        
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 
mereka tiada dirugikan.‖(QS Al-Ahqaf [46]:19
90
 
Ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan 
upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai 
keahlian dan pengalaman. 
f.  Metode Penentuan Upah 
Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat 
mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem 
pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang paling 
penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan 
kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk 
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mendistribusikan upah. Masing-masing sistem akan mempunyai 
pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta 
nilai-nilai yang akan dicapai. 
Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat ditetapkan pada 
UMKM, yaitu upah menurut waktu upah menurut hasil, dan upah premi. 
Pembahasan detailnya sebagai berikut:
91 
1) Upah menurut waktu 
Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah 
perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan 
pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem 
pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang 
berprestasi atau tidak, sehingga efek negative yang mungkin timbul 
pada karyawan dorongan bekerja lebih tidak ada. 
2) Upah menurut hasil 
Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah 
hasil (produksi) atau pencapain target yang diperoleh dari masing-
masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih 
tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahnnya dari sistem ini, apabila 
tidak ada control dengan ketat atas hasil produksi maka akan 
dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya 
perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah. 
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3) Upah Premi 
Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah 
yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau 
menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini 
memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien. 
Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan 
pedoman dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam 
ketentuan Islam adalah sebagai berikut:
92
 
a) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 
b) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi 
berdasarkan apa yang dikerjakannya. 
c) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik. 
d) Dari sisi keadilan, pekerja yang sama dengan hasil yang sama, 
seharusnya dibayar yang sama pula (proposional). 
e) Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum 
masyarakat. 
g. Hubungan Kerja dalam Islam 
Sebagai umat beragama yang bertujuan untuk mengantarkan 
manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam 
                                                             
92
 Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat 
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), h. 16. 
membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. 
Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang 
Pencipta secara vertikal. Menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan 
dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah 
ini yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan 
dengan lancer dan terarah dengan koridor Islam.
93
 
Dalam aspek ini manusia berhubungan secara horizontal antara 
satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial 
kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di 
dunia fana ini. Saling tolong menolong, bantu membantu dan saling 
menerima dan saling memberi yang dalam doktirin Islam. Yang mana 
Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan 
dipedomi.
94 
Dalam hal ini untuk mencapai tujuan sangat diperlukan keadilan. 
Karena keadilan adalah ramuan penting mencapai maqashid asy-
syari‟ah, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa 
keadilan. Islam sangat tegas dalam pengetasan kezaliman dari 
masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup 
semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan 
seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi 
kewajiban-kewajiban pribadi mereka.
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Dengan adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat 
menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak 
dan kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja, sebagai berikut: 
1) Hak para pekerja 
Adapun hak-hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah: 
2) Hak memilik pekerjaan yang sesuai. 
Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih 




3) Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja.
 
Islam tidak melihat gender, tetapi berdasarkan apa yang 
dikerjakan. Al-Qur’an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhnnya 
wanita pun dihargai sebagaiman pria.
96 
4) Hak memperoleh upah yang sesuai 
Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan 
pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki. 
Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan pekerjaan, 
maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah upah yang ditentukan 
berdasarkan jenis suatu pekerjaan. 
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5) Hak cuti dan keringan pekerjaan 
Hak cuti biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari 
libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan 
seseorang harus istirahat atau cuti. 
6) Hak memperoleh jaminan dan perlindungan 
Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak 
empat belas abat yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti 
kejahiliahan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas 
segalanya. 
7) Kewajiban para pekerja 
Adanya kewajiban para pekerja yaitu: 
a. Amanah dalam bekerja 
Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan 
jenis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam 
mengerahkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan 
amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bisa 
dilakukan jika karyawan bekerja secara profesinal dan jujur. 
b. Mendalami agama dan profesi 
Merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. 
Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerjaan dituntut agar 
senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia dituntut untuk mencapai 
profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini benar dalam 
Firman Allah dalam At-Taubah ayat 105, sebagai berikut: 
                      
                        
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 




Jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, 
maka perlu diketahui hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun 
hak dari seorang pengusaha yang memperoleh keuntungan dari 
usahanya baik berupa material maupun non material. Sedangkan 
kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu 
membayar upah atau gaji, karena upah merupakan satu 
kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan 
kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.
98
 
Adapun kewajiban pengusaha untuk membayara upah 
kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah 
melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, 
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bulanan atau lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat 
pembayaran upah, jangan ditunda-tunda. 
Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan 
penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan 
pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja 
dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada diatur dalam akad 
(perjanjian). Begitu juga dengan penaggihan pembayaran  upah 
oleh pengupah, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak 




Firman Allah dalam Al-Qut‖an Surat Asy-Syu’ara:183 
                   
Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 
dengan membuat kerusakan”(QS As-Syuara [26]:183).
100
 
Surat di atas merupakan jaminan bahwa upah karyawan akan 
dibayar sesuai akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah 
pekerja itu harus dibayar secara adil, akan tetapi pelakasanan 
pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan 
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kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad 
yang ada. 
Islam juga mengatur mengenai upah kerja lembur. Nabi 
Muhammad saw bersabdah: “Janganlah kamu membebani mereka 
(para pekerja) di luar batas kemampuan mereka, maka jika harus 
demikian maka bantulah mereka” (HR. Muslim). 
 
Hadist ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw, 
memerintahkan bagi pengusaha yang menyuruh para pekerja untuk 
bekerja tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, yang sudah 
ditentukan seharusnya ditambah atau adanya diberikan upah 
lembur. 
Adapun pembayaran upah bagi pekerja yang tidak bekerja, 
menurut Ahmat Tabakoglu, dalam Islam pekerja harus tetap 
mendapatkan upah meskipun pekerja tidak bekerja yang 
disebabkan oleh kesalahan perusahaan. Misalnya tidak ada baku, 
tidak ada listrik dan lain-lainnya.
101 
Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan 
motivasi, baik secara indogen maupun secara eksogen gabungan ini 
dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. 
Sejauh mana masalah satu unsur tersebut lebih penting, sangat 
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Hubungan kerja yang menyangkut pemeliharaan bertujuan 
untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama, baik 
antara manusia dalam perusahaan maupun hubungannya dengan 
manusia yang berada di luar perusahan. Persentase dalam Islam 
tidak dijelaskan secara konsep dapat dilihat dari sistem dan konsep 
Islam yang berdasarkan keadilan dan kelayakan setempat yang 
diambil dari hukum positif yang berdasarkan kaidah dan konsep 
Ushul Fiqih yang berasal dari metode Istishlahi atau Maslahat yang 
sesuai dengan kaidah fiqiyah untuk menentukan hukum persentase 
yang dapat diambil dari Hukum positif. 
Makna kaidah العادة محكمة (Adat Kebiasaan itu menjadi hukum 
yang berlaku), secara istilah  العادة  “adat yang berarti yang 
berulang-ulang” secara istilah adat adalah perilaku yang sesuai 
dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus 




Menurut Ali Hasballah seorang ulama usul kontemporer 
dalam karyanya Ushul al-Tasyri‟ al-Islami, dinyatakan bahwa 
“adat” dalam pengertian demikian itu terbagi dua sebagai berikut: 
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dan Perundang-undangan (Yogyakarta: Total Media, 2016), h. 161. 
a) Urfu al-Fasid, yaitu urfu untuk menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal, misalnya kebiasaan masyarakat yang 
melakukan praktik riba, kebiasaan minum-minuman khamar 
dalam pesta, atau berdansa ria dengan membuka aurat. Adat 
seperti ini harus ditinggalkan. 
b) Urufush Shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak 
menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. 
Uruf macam ini harus dijadikan acuan dalam menetapkan fatwa 
atau mengambil keputusan hukum. 
Ibnu Abidin mengatakan bahwa ―adat‖ dalam pengertian 
kedua tersebut, yaitu Urufush Shahih adlah merupakan salah satu 
dalil-dalil syara’ bagi sejumlah masalah yang tidak didapatkan nash 
nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 
Pemahaman mengenai makna kaidah perlu disajikan contoh 
penerapanya sebagai berikut: 
a) Semua nilai kebaikan menurut adat kebiasaan yang berjalan 
dalam praktek kehidupan di tengah masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah boleh 
dijadikan sebagai hukum yang mengikat. 
b) Dibolehkan bagi seseorang untuk memungut dan mengambil 
buah yang cepat rusak yang jatuh dari pohonya selama tidak ada 
indikasi larangan yang mencegahnya secara khusus.
104
 
Adat yang berlaku dalam penyelesaian masalah termasuk 
dalam cakupan kerja kaidah ini adalah adat kebiasaan yang 
umum berlaku dalam praktek kehidupan masyarakat secara luas 
yang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Sunnah. 
Ibnu Abidin mensyaratkan berlakunya kaidah ini hanya pada 
masyarakat yang memang tidak ternashkan. 
Persentase dalam hal ini dapat diambil dari hukum 
positif yang berlandaskan kaidah العادة محكمة adat kebiasaan itu 
menjadi hukum yang berlaku yang ada di tempat tersebut atau di 
suatu wilayah tertentu, bahwa setiap hukum yang tidak ada Al-
Quran dan As-Sunnah dan dilakukan secara terus menerus 
dalam praktek kehidupan dan tidak bertentangan dengan nash 
maka dibolehkan mengadopsi atau mengambil hukum dari adat 
kebiasaan di suatu tempat atau di suatu daerah dan negara 
tertentu. Selama tidak adanya indikasi larangan dalam nash Al-
Quran dan Hadist. 
 
h. Upah dalam Persfektif  Fiqih Muamalah 
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Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan, baik yang 
berhubungan dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama 
manusia. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki 
kewajiban untuk bekerja karena bekerja merupakan salah satu sebab 
pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta 
mencari karunia Allah SWT. 
Dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari 
sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada 
pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya 
berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih 
kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang 
pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. 
Hal-hal yang terkait dengan upah adalah:
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1) Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada 
karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan. 
2) Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan 
bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas 
dasar satuan tugas yang harus dikerjakan. 
3) Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan 
hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk 
kerja. 
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4) Upah Lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-
undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh 
perusahaan kepada karyawan. 
5) Upah minimum, merupakan upah paling rendah yang menurut 
undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh 
perusahaan kepada karyawan. 
6) Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang 
dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan. 
Manusia oleh Allah SWT sebagai mahluk yang tidak bisa hidup 
sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki 
kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan 
melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik 
bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Manusia dapat melakukan 
sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan 
pekerjaan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan 
menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam 
suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas pekerjaan yang dilakukan, jika 
tidak memberikan upah berarti termasuk orang yang berbuat zalim. 
Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu bekerja dan 
berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Allah 
SWT berfirman, mewajibkan kepada seluruh manusia untuk selalu 
bekerja  melalui firmannya dalam AL-Quran surat Al-Jumu’ah ayat 10, 
sebagai berikut: 
                          
         
Artinya : „‟Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 





i.  Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah 
merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 
mewajibkan fasakh. 
Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut: 
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 
sebagainya. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
                                                             
106
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010), h. 441. 
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti 
yang menyewa untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 
mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.
107
 
Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 
barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib 
menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan 
adalah benda tetap („Iqar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan 
kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada 
pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan 
untuk menghilangkannya. 
Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, 
penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 




B. Tinjauan Pustaka 
 
Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari’ah 
telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun 
yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan 
ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut: 
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1. Rifa’i Ahmad,109 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Fiqh Terhadap 
Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo 
Kabupaten Pacitan. Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta data tersebut diolah 
menggunakan metode reduksi data, penyajian data, verifikasi dan hasil 
penemuan riset dan analisis data menggunakan metode induktif. Dengan 
hasil penelitian bahwa praktik penambangan emas di Desa Kasihan 
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan hukumnya tidak sah. 
2. Siti Maesaroh,110 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung 
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Dalam skripsi 
tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan 
data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Jenis 
penelitiannya ialah field reserach (penelitian lapangan). Dengan hasil 
kesimpulan bahwa praktik upah kerja buruh cangkul di kampung 
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sah hal ini 
dikarenakan upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas dan 
mengandung ketidakpastian (gharar) yang secara jelas dilarang oleh Islam. 
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